
SALINAN

Menimbang

Mengingat

BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

: a. bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan
kemudahan pelayanan kepada wajib pajak dalam
melaksanakan kewajiban pembayaran pajak dan
mengoptimalkan dalam pemungutan pajak reklame,
maka Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 29 Tahun
2011 tentang Pajak Reklame sudah tidak sesuai
sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;

: 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4932);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembara Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom,

3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.

4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan
nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan,
firma, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis,
lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta
bentuk badan usaha lainnya.

5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Pringsewu.

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Pringsewu.

7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu
dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.



8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-
besamya kemakmuran rakyat.

9. Pajak Reklame ada pajak atas penyelenggaraan reklame.

10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang
bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan
komersial memperkenalkan, menganjurkan,
mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum
terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat
dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati
oleh umum.

11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan,
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan
pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai degan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan
yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak
termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi
kewajiban-kewajiban pajak menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.

13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang
dapat dikenakan Pajak.

14. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR
adalah dasar penetapan pajak yang diperoleh dengan
cara menambahkan NJOPR dengan NSL.

15. Nilai dual Objek Pajak Reklame, yang selanjutnya
disingkat NJOPR adalah merupakan keseluruhan
pembayaran/ pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan
oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan reklame
termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan
reklame, konstruksi, instalasi listrik,
pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan,
penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi
pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan
bangunan reklame selesai dipancarkan, diperagakan,
ditayangkan dan/atau terpasang di tempat yang telah
diizinkan.

16. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disingkat NSL
adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi
pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan
pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek
kegiatan.



17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang diberikan
kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal
diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak
dan kewajiban pajak daerah.

18. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan
kalender atau jangka waktu lain yang diatur dalam
Peraturan Bupati paling lama 1 (satu) tahun yang
menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor
dan melaporkan pajak yang terutang.

19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1
(satu) Tahun kalender, kecuali bila wajib pajak
menggunakan buku yang tidak sama dengan tahun
kalender.

20. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar
pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak
atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

21. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak adalah formulir yang
digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan
melaporkan objek pajak atau usahanya ke Badan
Pendapatan Daerah.

22. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir ke
Kas Daerah.

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besamya jumlah pokok pajak terutang.

24. Surat ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada
pajak yang terutang atau yang tidak seharusnya
terutang.

25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi adminitratif berupa bunga dan/atau
denda.



26. Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan

pajak yang menentukan jumlah besamya jumlah pokok
pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan

pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif
dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

27 . Surat Ketetapan Pajak Daerah Bayar Tambahan yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan

pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak
yang telah ditetapkan.

28. Surat Ketetapan Pajak Nihil yang selanjutnya disingkat
SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menetukan
jumlah pajak sama besamya dengan jumlah kredit

pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak.

29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung,
dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan

tertentu dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD,

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD dan Surat
Keputusan Keberatan.

30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan
atas keberatan terhadap SPPT, SKPB, SKPDKB,

SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang

diajukan oleh wajib pajak.

31. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang
pajak dan biaya penagihan pajak.

32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak,

penentuan besamya pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta

pengawasan penyetorannya.

33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk
mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/ atau

keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban pajak daerah dan untuk tujuan

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan pajak daerah.

34. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan
Pajak atas Banding terhadap surat keputusan

keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.



35. Juru Sita Pajak Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang
diberi wewenang khusus untuk melaksanakan tindakan
penagihan pajak daerah yang meliputi penagihan
seketika dan sekaligus pemberitahuan surat paksa,
penyitaan dan penyanderaan.

36. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan
penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Juru sita
Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tanpa
menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi
seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa
pajak, tahun pajak dan bagian tahun pajak.

37. Penyedik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang
diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan
untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah.

38. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data
dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga
perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa
neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak
tersebut.

39. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten
Pringsewu.

40. Keadaan Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di
luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan
sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau
tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB II
TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 2

(1) Setiap Wajib Pajak baru wajib mendaftarkan diri
dan/atau melaporkan Objek Pajak Reklame kepada
Badan Pendapatan Daerah dengan menggunakan
formulir pendaftaran Wajib Pajak.

(2) Objek Pajak Reklame dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan

sejenisnya;
b. reklame kain;
c. reklame melekat;



d. reklame selebaran;

e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;

f. reklame udara;
g. reklame apung;
h. reklame suara;
i. reklame film/slide; dan
j. reklame peragaan.

(3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame Adalah :
a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi,

radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan
dan sejenisnya;

b. label/ merek produk yang melekat pada barang yang
diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan
dari produk sejenis lainnya;

c. narna pengenal usaha atau profesi yang melekat
pada bangunan tempat usaha atau profesi
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang
mengatur narna pengenal usaha atau profesi
tersebut yang besamya tidak melebih 2 (dua) m2;

d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau
Pemerintah Daerah.

(4) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Wajib Pajak
atau Penanggung Pajak dengan cara:
a. mengambil sendiri ke Badan Pendapatan Daerah;
b. dikirim oleh petugas Badan Pendapatan Daerah;

atau
c. mengakses dengan sistem daring (online] pada situs

Badan Pendapatan Daerah.

(5) Formulir pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dan ditulis dengan
benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani/disetujui
oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan
persyaratan:
a. untuk Wajib Pajak perorangan melampirkan:

1. salinan/fotocopy identitas diri
(KTP/SIM/Paspor); dan

2. surat pernyataan kegiatan usaha dari
pengelola/pemilik usaha dan/atau
salinan/fotocopy perizinan kegiatan usaha dari
instansi berwenang.



b. untuk Wajib Pajak badan melampirkan:
1. salinan/fotocopy identitas diri (KTP/SIM/Paspor)

penanggung pajak;
2. salinan/fotocopy Akte Pendirian; dan
3. surat pernyataan kegiatan usaha dari

pengelola/pemilik usaha dan/atau
salinan/fotocopy perizinan kegiatan usaha dari
instansi berwenang.

(6) Penandatanganan formulir pendaftaran dikecualikan
bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan diri dan
melaporkan usahanya secara online/daring.

(7) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri
dan/atau melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Badan Pendapatan Daerah
menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD.

(8) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan
menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD secara
jabatan.

(9) Setelah menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD
secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
Kepala Badan melakukan penutupan naskah reklame
dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran.

Pasal 3

(1) Kepala Badan dapat membatalkan Surat Pengukuhan
Wajib Pajak dan menghapuskan NPWPD dalam hal :
a. Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya

mengajukan permohonan pembatalan dan
penghapusan;

b. Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan
sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perpajakan daerah;

c. Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya mengajukan
permohonan dan penghapusan sebagai Wajib Pajak;
dan

d. hasil pemeriksaan lapangan yang tertuang dalam
Berita Cara hasil pemeriksaan lapangan yang
menyatakan wajib pajak tidak memenuhi
persyaratan subjek pajak dan/atau objek pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan
daerah.



(2) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan
NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.

(3) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang pajak
maka pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan
penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitkan oleh
Kepala Badan.

BAB III
TATA CARA PENERBITAN SKPD DAN STPD

Bagian kesatu
Tata Cara Penerbitan SKPD

Pasal 4

(1) Kepala Badan melalui Pejabat yang ditunjuk
menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan
SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan
berdasarkan Nota Pengantar Perhitungan Pajak atau
dokumen lain,

(2) Dalam pelaksanaan penerbitan SKPD atau dokumen
lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Badan wajib menyampaikan laporan
secara periodik setiap bulan pada awal bulan
berikutnya kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Penerbitan STPD

Pasal 5

(1) Bupati mendelegasikan wewenang dalam menerbitkan
STPD kepada Kepala Badan,

(2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. pajak reklame dalam tahun beijalan tidak atau

kurang dibayar;
b. hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran

pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah
hitung; dan

c. Wajib Pajak mendapat sanksi administrasi berupa
denda dan/atau bunga.

(3) Dalam pelaksanaan penerbitan STPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pendapatan
wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap
bulan pada awal bulan berikutnya kepada Bupati,



BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 6

(1) Pemungutan Pajak Reklame dilarang diborongkan.

(2) Hasil pemungutan pajak merupakan penerimaan
daerah dan disetor ke Kas Daerah.

(3) Kegiatan penghitungan besamya pajak terutang,
pengawasan, penyetoran pajak dan penagihan pajak
tidak dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), adalah kegiatan dalam rangka menunjang
proses pemungutan pajak berupa penerapan teknologi
informasi, pencetakan formulir perpajakan, pengiriman
surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data
Objek dan Subjek Pajak.

Pasal 7

(1) Pajak Reklame dipungut berdasarkan penetapan
jabatan.

(2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut
dengan menggunakan SKPD, STPD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

Bagian Kedua
Masa Pajak

Pasal 8

Masa Pajak reklame ditentukan lamanya 1 (satu) bulan atau
paling lama 1 (satu) Tahun dengan pembayaran pajak
dibayar sekaligus dimuka.

BAB V
TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 9

(1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.

(2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga,
nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.



(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa
reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:
a. jenis;
b. bahan yang digunakan;
c. lokasi penempatan;
d. waktu;
e. jangka waktu penyelenggaraan;
f. jumlah; dan
g. ukuran media reklame.

(4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak
wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan
menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).

(5) Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dihitung
berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR)
dan Nilai Strategis Lokasi (NSL) dengan rumus :
NSL = NS x NJOPR
NSR = NJOPR + NSL

(6) Khusus pajak reklame produk rokok dan minuman
beralkohol nilai pajak ditambah sebesar 25% (dua puluh
lima persen) dari jumlah pokok pajak.

Pasal 10

Cara perhitungan NSL, NJOPR dan NSR sebagaimana
diatur dalam Pasal 9 ayat (5) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI
PENGHITUNGAN LUAS BIDANG REKLAME

Pasal 11

(1) Luas bidang reklame diperoleh dari perkalian antara
panjang dan lebar bidang reklame.

(2) Bidang reklame yang berbentuk pola tidak beraturan di
hitung dari wama, gambar, tulisan terluar dengan cara
menarik garis lurus horizontal dan vertikal hingga
merupakan empat persegi panjang dan satu kesatuan.

(3) Luas bidang reklame yang membentuk bangun pola
atau bentuk teratur lainnya dihitung berdasarkan
rumus luas bangun tersebut.



(4) Bidang reklame yang menggunakan bingkai di hitung
dari bingkai terluar.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

(1) Pembayaran pajak dilakukan pada Kas Daerah atau
Bendahara Penerima atau tempat lain yang ditunjuk
oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam
SKPD atau STPD.

(2) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang
ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas
Daerah paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh
empat) jam.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SSPD
atau dokumen lain yang dipersamakan serta harus
dibayar sekaligus atau lunas.

(4) Pajak terutang dalam SKPD atau STPD wajib dibayar
sekaligus dimuka paling lambat 15 (lima belas) hari
kalender setelah tanggal diterbitkan SKPD.

(5) Pajak terutang dalam SKPD atau STPD yang tidak atau
kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.

Pasal 13

(1) Pajak yang terutang dibayar melalui Bank atau tempat
lain yang ditunjuk oleh Bupati melalui Keputusan
Bupati.

(2) Pembayaran dengan eek Bank/Giro Bilyet Bank, baru
dianggap sah apabila telah dilakukan kliring dan
tercatat pada Rekening Kas Daerah.

(3) Wajib Pajak menerima SSPD/bukti lain yang sah
sebagai bukti telah melunasi pembayaran pajak dari
Bank atau tempat lain yang ditunjuk.

(4) Badan Pendapatan Daerah dapat mengembangkan
sistem pembayaran pajak daerah dengan sistem daring
(online}.



BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

(1) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang
tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo
pembayaran harus memenuhi tahapan sebagai berikut :

a. Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kalender
sejak saat jatuh tempo pembayaran;

b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak
tanggal Surat Teguran, Wajib Pajak wajib melunasi
pajak yang terutang;

c. Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali;

d. dalam hal jumlah pajak yang belum dibayar tidak
dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran, Kepala Badan
menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua
puluh satu) hari kalender sejak Surat Teguran
Pertama;

e. setelah penerbitan Surat Teguran tahap kedua dapat
disertai dengan peringatan berupa penempelan
media peringatan pada Objek Pajak yang
bersangkutan;

f. dalam Surat Teguran tahap kedua sebagaimana
dimaksud pada huruf e, dapat disertai peringatan
bahwa Surat Teguran tahap ketiga akan disertai
dengan publikasi di media massa; dan

g. penerbitan Surat Teguran tahap ketiga dapat
disertai dengan penerbitan SKPDKB secara jabatan
dan publikasi di media massa.

(2) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak
dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan
dalam Surat Teguran maka ditagih dengan Surat Paksa.

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak
dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, surat peringatan atau surat
teguran atau surat lain yang sejenis.



(4) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak
mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak untuk
mengajukan keberatan pajak serta mengajukan
pembetulan, pembataian, pengurangan ketetapan dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 15

(1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan
sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10 ayat (4) apabila:

a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan
meninggalkan daerah untuk selama-lamanya;

b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai
dalam rangka menghentikan atau mengecilkan
kegiatan perusahaan atau pekeijaan yang dilakukan
di Daerah;

c. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak akan membubarkan badan
usahanya atau menggabungkan usahanya atau
memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau
dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk
lainnya; dan

d. teijadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat
tanda-tanda kepailitan.

(2) Kepala Badan menetapkan jadwal waktu tindakan
penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal
waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dengan memperhatikan situasi dan
kondisi Daerah.

BAB IX
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 16

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Pringsewu terhadap:

a. SKPD;

b. SKPDLB; dan
c. STPD.

Pasal 19

r K-



(4) Hasil masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan
dalam laporan Hasil koordinasi Pembahasan Keberatan
Pajak Daerah.

Pasal 24

(1) Berdasarkan laporan pemeriksaan Pajak Daerah
atau Laporan Hasil koordinasi Pembahasan Keberatan
Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,
Kepala Badan menugaskan Pejabat yang ditunjuk
untuk membuat telaahan pertimbangan keberatan
pajak.

(2} Berdasarkan telaahan pertimbangan keberatan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan
melaporkan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan
sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Bupati menerbitkan Keputusan menerima atau
menolak keberatan.

(4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan menerbitkan
petikan Keputusan Keberatan pajak.

Bagian Kedua
Banding

Pasal 25

(1) Wajib Pajak mengajukan permohonan banding terhadap
Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh
Bupati hanya kepada Pengadilan Pajak.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia,
dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan keberatan
diterima, dengan dilampirkan salinan dari Keputusan
tersebut.

Pasal 26

Pengajuan banding tidak menunda kewajiban
pembayaran pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.



Pasal 27

(1) Terhadap satu Keputusan keberatan Wajib Pajak dapat
mengajukan satu surat banding.

(2) Terhadap banding dapat diajukan surat pemyataan
pencabutan kepada Pengadilan Pajak.

(3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dihapus dari daftar sengketa dengan:
a. penetapan Ketua Pengadilan Pajak dalam hal surat

pemyataan pencabutan diajukan sebelum sidang
dilaksanakan; dan

b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui
pemeriksaan dalam hal surat pemyataan
pencabutan diajukan dalam sidang atas
persetujuan terbanding.

(4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau
putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dapat diajukan kembali.

Pasal 28

Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
permohonan banding belum merupakan pajak yang
terutapg sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.

BABX
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN

KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 29
I

Bupati mendelegasikan pelaksanaan pembetulan,
pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi dan pengembalian
kelebi^ian pembayaran kepada Kepala Badan.

Pasal 30

(1) Kepala Badan melaksanakan pembetulan, pembatalan,
pelngurangan ketetapan dan penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi.

(2) Pelaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan
keltetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi
aaministrasi berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak.



(3) Kerala Badan menugaskan Pejabat yang ditunjuk
untuk melakukan penelitian administrasi atas
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sebagai bahan pertimbangan Kepala Badan.

i
(4) Atas dasar basil penelitian berkas permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan
menerbitkan Keputusan menerima atau menolak.

(5) Pelkksanaan penerbitan Keputusan menerima atau
menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib
dilaporkan oleh Kepala Badan kepada Bupati, 1 (satu)
bulan setelah tanggal penerbitan.

i
Bagian Kesatu

Pembetulan Ketetapan

I Pasal31

(1) Kepala Badan melaksanakan pembetulan terhadap
SKPD, SKPDLB atau STPD yang dalam penerbitannya
terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu
dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

(2) Pelaksanaan pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD
atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan tahapan sebagai berikut:

a. permohonan diajukan kepada Kepala Badan
dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah SKPD,
SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak dapat menunjukan bahwa jangka
waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar kekuasaannya;

b. terhadap pembetulan SKPD, SKPDLB atau
STPD, Kepala Badan menunjuk Pejabat yang
ditunjuk untuk menerbitkan salinan Keputusan
Pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD;

c. terhadap Keputusan Pembetulan Ketetapan SKPD,
SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada
huruf b diberi tanda dengan teraan cap pembetulan
dan dibubuhi paraf Pejabat yang ditunjuk;

d. keputusan Pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD
sebagaimana dimaksud pada huruf c harus
disampaikan kepada Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak paling lambat 14 (empat belas)
hari sejak diterbitkan Keputusan Pembetulan SKPD,
SKPDLB atau STPD tersebut;



e. besaran pajak sebagaimana tercantum dalam
Keputusan Pembetulan SKPD, SKPDLB, STPD harus
dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima
belas) hari kalender sejak Keputusan tersebut
diterbitkan;

f. dengan diterbitkannya Keputusan Pembetulan
SKPD, SKPDLB atau STPD maka SKPD, SKPDLB
atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai
arsip dalam administrasi perpajakan;

g. Surat Ketetapan SKPD, SKPDLB atau STPD semula,
sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana
dimaksud dalam huruf f, harus diberi tanda silang
dan paraf serta dicantumkan kata "Dibatalkan”; dan

h. dalam hal permohonan Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak ditolak, maka Kepala Badan
segera menerbitkan Keputusan Penolakan
Pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD, selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diajukannya
permohonan.

Bagian Kedua
Pembatalan Ketetapan

Pasal 32

(1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan
permohonan pembatalan ketetapan pajak kepada
Bupati melalui Kepala Badan.

(2) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan terhadap SKPD, SKPDLB atau
STPD.

(3) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan
keadilan atau adanya temuan baru.

(4) Pelaksanaan pembatalan ketetapan pajak sebagaimana
ayat (2), pejabat yang ditunjuk melakukan hal-hal
sebagai berikut:
a. melakukan pemeriksaan terhadap SKPD, SKPDKB,

dan STPD yang telah diterbitkan;
b. berdasarkan hasil pemeriksaan kepala Badan

melaporkan kepada Bupati.

(5) Atas laporan Kepala Badan, Bupati menerbitkan
Keputusan menerima atau menolak permohonan
pembatalan ketetapan pajak.



(6) Dalam hal menerima permohonan pembatalan
ketetapan pajak, Bupati memerintahkan Kepala Badan
untuk menerbitkan SKPD, SKPDKB dan STPD yang
baru serta memberikan tanda silang pada SKPD,
SKPDKB, dan STPD yang lama dan selanjutnya diberi
catatan/ketcrangan bahwa Surat Ketetapan
“dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama Pejabat
yang bersangkutan.

(7) Dalam hal menolak permohonan pembatalan
ketetapan pajak maka atas SKPD, SKPDKB dan STPD
yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan Keputusan
Penolakan Pembatalan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pengurangan Ketetapan Pajak

Pasal 33

(1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan
permohonan pengurangan atau keringanan pajak
kepada Kepala Badan.

(2) Permohonan pengurangan atau keringanan pajak
harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan
bahasa Indonesia dengan paling kurang memuat
nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak,
jenis pajak dan besar pengurangan pajak yang
dimohon dan alasan yang mendasari diajukannya
permohonan pengurangan pajak, serta melampirkan:
a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas

pemohon;
b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak atau Penanggung

Pajak; dan
c. SKPD/STPD.

(3) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan
pertimbangan keadaan kahar sebesar 50 % (lima
puluh persen).

(4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dari
permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak,
Kepala Badan menyampaikan Keputusan menolak atau
menerima permohonan pengurangan ketetapan pajak
kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.



Bagian Keempat
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 34

(1) Kepala Badan atas permohonan Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak dapat mengurangkan atau
menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga,
denda dan/atau kenaikan pajak SKPD yang terutang
dalam hal sanksi administrasi tersebut dikenakan
karena kekhilafan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
atau bukan karena kesalahannya.

(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
berupa bunga dan denda yang terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
a. sanksi administrasi berupa bunga dan/atau

denda disebabkan keterlambatan pembayaran SKPD
atau STPD; dan

b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau
kenaikan pajak dalam SKPD atau STPD.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan
keterlambatan pembayaran pada masa pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
dilakukan sebagai berikut:
a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan

permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan
dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
kalender setelah jatuh tempo, kecuali apabila
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak
dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya;

b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, harus dicantumkan alasan yang jelas
dengan pemyataan kekhilafan Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak atau bukan karena
kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah
diisi dan ditandatangani Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak;

c. terhadap permohonan yang disetujui, Kepala Badan
mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administrasi bunga atau denda akibat
keterlambatan pembayaran pada masa pajak,
dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada
sarana pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah
bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau
dihapuskan;



d. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melakukan
pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu puluh
empat) jam sejak disetujuinya permohonan
pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf c;

e. terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan
menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk:
1. menuliskan catatan/ keterangan pada sarana

pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut
dikenakan sebesar 2% (dua persen) per bulan
untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan
namajelas; dan

2. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga
tersebut.

(4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam
surat ketetapan pajak atau STPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai
berikut:

a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan
Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 4 (empat)
bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, kecuali apabila
Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak
dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya;

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
harus mencantumkan alasan yang jelas serta
melampirkan:
1. surat pemyataan kekhilafan Wajib Pajak atau

Penanggung Pajak atau bukan karena
kesalahannya;

2. surat ketetapan pajak yang menetapkan
adanya kenaikan pajak terutang.

(5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b, Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala
Badan segera melakukan penelitian administrasi
tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak maupun lampirannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b.

(6) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), Kepala Badan melalui
Pejabat yang ditunjuk membuat telaahan atas
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi
untuk mendapat persetujuan.



(7) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) disetujui, maka segera memberikan pengurangan
atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga
atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang
tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau
STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan
Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi
Adminstrasi sebagai pengganti surat ketetapan pajak
atau STPD semula serta ditandatangani oleh Kepala
Badan.

(8) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) tidak disetujui, maka segera menerbitkan Keputusan
Penolakan Pengurangan dan penghapusan sanksi
administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Badan.

(9) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melakukan
pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kalender
setelah menerima Keputusan pengurangan dan
penghapusan sanksi administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (7).

BAB X
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 35

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak
Daerah kepada Kepala Badan.

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan
pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Daerah
berdasarkan:
a. perhitungan dari Wajib Pajak;
b. Keputusan keberatan atau Keputusan pembetulan,

pembatalan dan pengurangan ketetapan dan
pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi;

c. putusan banding atau putusan
peninjauan kembali; dan

d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan
dan/atau pembebasan pajak berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

(3) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, diajukan secara tertulis paling lambat 6
(enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan
pembayaran pajak.



{4) Dalam surat permohonan Wajib Pajak, wajib
dilampirkan dokumen:
a. nama dan alamat Wajib Pajak;
b. NPWPD;
c. masa pajak;
d. besamya kelebihan pembayaran pajak: dan
e. alasan yang jelas.

(5) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
disampaikan secara langsung.

(6) Bukti penerimaan oleh Kepala Badan merupakan bukti
saat permohonan diterima.

(7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Kepala Badan menunjuk Pejabat yang ditunjuk
untuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan
terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan
pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah
lainnya oleh Wajib Pajak.

(8) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) sebagai bahan pertimbangan Kepala
Badan untuk menerbitkan Keputusan menerima atau
menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.

(9) Kepala Badan dalam jangka waktu paling lambat 12
(dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memberikan keputusan.

(10) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak
lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan
untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(11) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan
dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB.

(12) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak
dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB, Kepala Badan Pendapatan
Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua
perseratus) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan
pembayaran pajak.



Pasal 36

(1) Anggaran untuk pembayaran pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah,

(2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang teijadi
dalam tahun berjalan dilakukan dengan membebankan
pada pendapatan yang bersangkutan.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada tahun
sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

(4) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan
dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (10), pembayarannya dilakukan
dengan cara pemindahbukuan dan bukti
pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti.

(5) Kepala Badan mengajukan surat permohonan
membayar kelebihan pembayaran pajak kepada BPKAD
yang dilengkapi dengan Keputusan hasil pemeriksaan.

(6) Kepala BPKAD menerbitkan SP2D kelebihan
pembayaran pajak.

BAB XI
KEDALUARSA DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu
Kadaluarsa

Pasal 37

(1) Hak untuk penagihan pajak menjadi kedaluarsa setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung
sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib
Pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan
daerah.

(2) Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertangguh apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;

atau
b. ada surat pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak.

(3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau
Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a, kedaluarsa penagihan piutang dihitung sejak
penyampaian Surat Paksa.



(4) Pengakuan utang baik secara langsung atau tidak
langsung oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang
pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Daerah.

(5) Pengakuan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dapat diketahui dari permohonan pengajuan angsuran
atau penundaan pembayaran serta permohonan
keberatan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 38

(1) Bupati dapat menerbitkan keputusan penghapusan
pajak daerah atas usul Kepala Badan.

(2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak Orang
Pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih
lagi dikarenakan hal-hal yaitu:
a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal

dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau
kekayaan;

b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak
dapat ditemukan;

c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah
kedaluwarsa;

d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak
ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara
optimal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan di bidang perpajakan; atau

e. hak daerah untuk melakukan penagihan
pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi
tertentu sehubungan dengan adanya perubahan
kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang
ditetapkan oleh Bupati.

(3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak Badan
adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi
dikarenakan hal-hal yaitu:
a. Wajib Pajak bubar, likuidasi atau pailit dan

Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah

kedaluarsa;



c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak
ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara
optimal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan; atau

d. hak daerah untuk melakukan penagihan pajak
tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu
sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan
dan/atau berdasarkan pertimbangan yang
ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 39

(1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang
pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3), wajib
dilakukan penelitian setempat atau penelitian
administrasi oleh Kepala Badan dan hasilnya
dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

(2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan
piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk
menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat
ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan oleh
Kepala Badan.

Pasal 40

(1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Kepala Badan
menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.

(2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati
dengan menyampaikan daftar usulan penghapusan
piutang pajak yang sebelumnya telah dilakukan
penelitian.

(3) Daftar usul penghapusan piutang pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
a. Nomor Objek Pajak (NOP);
b. nama dan alamat Wajib Pajak;
c. alamat objek pajak;
d. jumlah piutang
e. tahun pajak; dan
f. alasan penghapusan piutang.



Pasal 41

(1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Bupati
menerbitkan Keputusan mengenai penghapusan
piutang pajak.

(2) Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai
penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Badan melakukan:
a. penetapan mengenai rincian atas besamya

penghapusan piutang pajak; dan

b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak
tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan yang berlaku.

Pasal 42

Mekanisme penghapusan piutang pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

(1) Pajak yang masih terutang sebelum ditetapkannya
Peraturan Bupati ini, masih dapat ditagih dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, berkas yang
sedang diproses, meliputi :
a. proses penyitaan;
b. proses permohonan pembetulan dan pembatalan

pajak;
c. proses permohonan pengurangan dan keringanan;
d. proses keberatan dan/atau banding; dan
e. proses permohonan penghapusan.
Masih dapat dilanjutkan, sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan ini.



BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan
Bupati Pringsewu Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pajak
Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011
Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 21 Oktober 2J21

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 21 oktober 2321
SEKRETAR1S DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2021 NOMOR

PUTRA .ADITIJ ALH
Penattf Tingkat I i m.d

XIP. 19870212 201001 1 005

Saliuau sesuai dengan aslinya
Kepala Bagiau Hukum

Sekretariat Daekah Kabupaten Prmgsemi,



LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : - TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

A. Perhitungan Nilai jual objek pajak (NJOPR):

No. Jenis Reklame NJOPR Keterangan
1. Billboard/Bando Rp. 136.463 Per Meter/Per Bulan

2. Neon Box Rp. 297.833 Per Meter/Per Bulan
3. Videotron/ Megatron Rp. 814.039 Per Meter/Per Bulan
4. Wallpainting Rp. 17.361 Per Meter/Per Bulan
5. Sticker Rp. 1.000 Per lembar (min 500

lembar)
6. Reklame Udara Rp. 500.000 Per Meter/Per Bulan
7. Reklame Apung Rp. 500.000 Per Meter/Per Bulan
8. Selebaran Rp. 300 Per lembar (min 500

lembar)
9. Berjalan/Kendaraan Rp. 14.800 Per Meter/Per Bulan
10. Suara Rp. 200.000 Per Hari
11. Film / Slide Rp. 300.000 Per - rool/Hari
12. Peragaan Rp. 450.000 Per - peragaan/Bulan
13. Spanduk Rp. 30.000 Per Meter/Per Bulan
14. Banner Rp. 47.116 Per Meter/Per Bulan
15. Thin Plat/PNT/Shop Sigh Rp. 29.783 Per Meter/Per Bulan
16. Umbul-Umbul Rp. 30.000 Per Meter/Per Bulan
17. Rombong Rp. 14.500 Per Meter/Per Bulan
18. Tenda Rp. 250.000 Per Meter/Per Bulan

B. Pembobotan Nilai Strategis

NO LOKASI NILAI STRATEGIS LOKASI
1 Jalan Utama 25 % x NJOPR
2 Jalan Kelas 1 20% x NJOPR
3 Jalan Kelas 2 15 % x NJOPR



C. Kelas Jalan, Nama Jalan dan Bobot Nilai Strategis

No. Klasifikasi Nama Ruas Jalan Bobot Nilai
Strategis

1 KELOMPOK JALAN
KELAS UTAMA

1. JL Jenderal Ahmad Yani
2. Jl. Raya Gading Rejo
3. Jl. Raya Wates
4. Jl. Imam Bonjol
5. Jl. Ganjaran
6. JL Raya Gumuk Rejo

25%

2 JALAN KELAS 1 1. Jl. Kesehatan
2. Jl. Desa Marga Kaya
3. Jl. Raya Margodadi
4. JL Djoyodiijo Sumber Agung
5. Jl. Proklamasi
6. Jl. Raya Sukodadi
7. Jl. Pujo Jatmiko
8. JL Raya Sukohaijo
9. Jl. Raya Sukohaijo II
10. Jl. Waringinsari
11. JL Raya Bandung Baru
12. JL Jendral Sudirman
13. JL K.H. Gholib Raya
14. JL Diponegoro
15. JL Cut Nyak Dien
16. JL Pancasila
17. JL Raya Panutan

20%

3 JALAN KELAS 2 Semua jalan yang tidak
termasuk jalan kelas utama,
Jalan Kelas 1

15%

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI



LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 29 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DAFTAR TARIF JENIS, NJOPR, NSL DAN NSR

NO JENIS REKLAME NJOPR
(Rp)

NSL (Rp) NSR (Rp) KET
JL. UTAMA JL. KELAS

1
JL. KELAS

2
JL. UTAMA JL. KELAS

1
JL. KELAS

2
I II III IV V VI

1. Billboard/Baleho/ Bando 136.463 34.116 27.293 20.469 170.579 163.756 156.932 Pajak adalah hasil
perkalian antara
NSR, Luas Bidang
Reklame dan Tarif
Pajak
atau
Pajak = NSR x Luas x
25%

NSR sebagai dasar
perhitungan
penyelenggaraan
reklame dalam
ruangan (indoor)
ditetapkan sebesar
50% (Lima Puluh
Persen)

2 Neon Box 297.833 74.458 59.567 44.675 372.291 357.400 342.508
3 Videotron/Megatron 814.039 203.510 162.808 122.106 1.1017.549 976.847 936.145
4 Wallpainting 17.361 4.340 3.472 2.604 21.701 20.833 19.965
5 Sticker 1.000 250 200 150 1.250 1.200 1.150
6 Reklame Udara 500.000 125.000 100.000 75.000 625.000 600.000 575.000
7 Reklame Apung 500.000 125.000 100.000 75.000 625.000 600.000 575.000
8 Selebaran 300 75 60 45 375 360 345
9 Beijalan/Kendaraan 14.800 3.700 2.960 2.220 18.5Ó0 17.760 17.020
10 Suara 200.000 50.000 40.000 30.000 250.000 240.000 230.000
11 Film/Slide 300.000 75.000 60.000 45.000 375.000 360.000 345.000
12 Peragaan 450.000 112.500 90.000 67.500 562.500 540.000 517.500
13 Spanduk 30.000 7.500 6.000 4.500 37.500 36.000 34.500
14 Banner 47.116 11.779 9.423 7.067 58.895 56.539 54.183
15 Thinplat/PNT/ShopSigh 29.783 7.446 5.957 4.467 37.229 35.740 34.250
16 Umbul-Umbul 30.000 7.500 6.000 4.500 37.500 36.000 34.500
17 Rombong 14.500 3.625 2.900 2.175 18.125 17.400 16.675
18 Tenda 250.000 62.500 50.000 37.500 312.500 300.000 287.500

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJAD1


